nelusun rangkamn hubungan yaitu peial:w'
sanaan serta status suatu ketertuan hukum.
Cara kerja TAPIS ini antara lain, yoitu dengan

-Iséndahuluan

GBHN melalui TAP MPR No. II/MPR/1993 mengamanatkan pemba-
ngunan dibidang hukum. Pembangunan tersebut meliputi penataan Hukum
Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD tahun 1945. Penyusunan
kerangka sistem Hukum Nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian
unsuT-unsur. Tatanan Hukum dalam rangka pembaharuan Hukum Nasional
: ) fgka penmakatan penegakan hikum,- pembmaan
ratur serta: pemngkatan sarana dan prasarana hukum.. %
Dalam rangka mengemban amanat GBHN di atas periu dlcarl sarana dan

prasarana yang: akan:memperlancar dan: memudabkan penin katan pemba~
ngunan dibidang hukum.

Agustus 1996

- Hukum dan Pembingunan
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Tabel Penunjuk Inn Sarn

Sebagalmana diketahui peraturan perundang-undangan'dl Indonesaa balk
yang __;pernah.k.berlaku maupun»yang sedang berlaku, balk yang. dibuat. pada
Ker k

suatu peraturan dengan peraturan Iamnya tanpa adanya suatu cara ata_
yang digunakan untuk:melihat ataw mengetahui......% QR

Titik tolak Tabel Penunjuk- Inti: Sari ala 'ngetahm sejauh mana
“hubungan atau kaitan-antara satu-peraturan, dengan ‘peraturan . lainnya:atau
suatu konsep-hukum, yang. termuat dalam suatu pasal: dengan pasal lalnnya
daiam suatu peraturan atau dengan peramran laingya, .o

Kematan _penapisan | bahan hukum merupakan, kecxatan penﬁumpuian dan
penyusunan konsep konsep hukum atau pasal-pasai suaty, peraturan yang

e Gregory Chutchill dan Wirewan Manored_;o Pedoman Pembuatan. Tabei Penunjukln:z Sari Hukum,
{Jakarza Badan Pembmaanﬂukum Nssxonal 1978),ha! 12 T O
ooRgbid halois, :

Nomor. 4. Z‘q_hw: XXvT
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' T ra'nwka perkaxtan antara 'suam'_
bahan huku_m denﬂan bahan hukum iamnya tldak terixhat Pada bxbi:ograﬁ_

tersebut encran"'bahan Iamnya d;!uar apa yanﬂ terc:mtum ciafam bahan hukum
yang ada pada b:bhograﬁ tersebut 7

S<tahun 1974 tentang' “Pokokapokok Pemermtahan “di*Dagrah"; dlmana
terdapat dalam konsideransnya berbagai peraturan sebagai "dlmgat" ataupun
disebut dalam batang tubuh peraturan te"' ebt to 1 ndang—undang ml dapat klta
lihiat dalam: 70 &aes oy
- Peraturan Daerah Pangkal Pinanig No. 3 tahun'1993
“‘Peraturan Daérah‘Beliting No. 16 tahun 1993~ "
““Peraturan 'Daerah Muara Enim' No. 17 tahun 1993+ R T
bahkan ada kemungkman UU-No:. 5 tahun 1974 ini juga dismggung daiam
suatu yurisprudensi, yang ‘dicantumkan pada’ pertlmbangan hukumnya,
“Kalau"UU-No. 5+ tahun 1974 yang disinggung digetiap bahan’ hukum
dlmuat dalamdaftar TAPIS; maka dapat dilihat séjauh mana UU No.'’5 tahun
1974 ini berfungsi dan berpengamh dalam pembentukan suatu peraturan dan
perkembangan hukum di Indonesia. Demikian juga halnya konsep-konsep
hukum - "Menteri~Kenangan”, dengan - melihat  TAPIS - tentang Menteri
Keuangan dapat diketahui semua bahan hukum'yang telah ménjelaskan atan
oo membicarakan mgas dan ruang lingkup kegiatan Menteri Keuangan tersebut

o

" Agustus 1996
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diatas menurut hukum. =
Dibawah ini _d_lbemkan contoh haszl penaplsan yang d;lakuka-; 01331

Peraturan Pemerintah No. 10/1970 (LN, 1970/16, Hal. 197-199)

Ui ; sal 5 iayat(2) it o sasinlog; PR A0M9T6.
Undang ”Undang No 18!1961 ' i PP0/1970

* Peraturan Pemenntah Mo. /1963 i PRAG/IST0
Peraturan Pemerintah No. 13/1967 i 0/1970
Peraturan Pemerintah MNo. 12/1967 i PP 10/1970
Pegawai Negeri Sipil v v 2 sn 1PRAGIISTO pasai 34 ayaf (1)
Peraturan Pemerintah No. 12/1967%

(PGPS 1966) PP 10/1970 pasai 1 ayat 6}
Pegawax Negeriv i o cuiny sosall sosinaenn 11 PP:10/1970 pasal 2:ayat (I)
5 0 } :

Peraturan Pemermtah No. 10/ 1970
pasal 2 ayat (2)

Menteri Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 10/1970
pasal 3

Peraturan i’emermtah Nﬂ. 11!1970

UUD 1943 pasal 5 ayat (2) vy, PP 11/1970
Undang-Undang No. 18/1961 : PP 11/1970
Peraturan Pemerintah No. 14/1967 ... =PP. 11!}9’?0 o]
Anggota ABRI R

(e

Kesejwtefaén Peg wai. Neg.._
Peraturan: Pemermtah ‘No. 13/ 1967.- : iz
L PP 11-/_1970 pasal 2 ayat

pasai 2z
Peraturan Pemermtah No. 11/1970
pasal 2 ayat (2) _ ADAL : KEPPRES

Menteri Keuangan : PP 11/1970 ps.3

Nomor 4 Tahun XXVI
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| _,'-iMenten Perta.hanan dan Keamanan PP 11/1970 pasal 3 :

-ADAL Menten Pertahanan dan _
‘Keamanansetelah mendengar
Menter: Keuangan '

Kaiau kita' perhatlkan haszI penapisan diatas yaitu, Peraturan Pemermtah '
No '10/1970 yang termuat dalarn LN No. 16 tahun 1970 pada hal 197 199
maka terlihat bahwa:

- UU No. 18/ 1961
- PP No. 9/1963
- PP Noi13/1967:
- PP No. 12/1967,
landasan mengingat dalam pembentukan PP No. 10/ 1970 tersebut
g-dicantumkan pada bagian konsiderans, 'sedangkan, i
- Pegawai Negeri Slpll
- PPNo.12/1967: : " -
~ Pegawai Negen E
- Kesejahteraan Pegawm Negeri
<7t Menteri: Keuangan b :
merupakan peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum: yang du:antum n
dalai pasal-pasal dari PP:No. 10/1970, dan kata ADAL (Akan Diatur: Lebih
Lanjuty menyatakan batiwa ketentuan yang tercantum dalam PP No. 10/1970
pasal2 ‘ayat”(2) “akan “diatur lebih lanjut:dengan: Keputusan Presiden
(Keppres). Demikian juga PP No. 10/1970 pasal 3 ‘akan diatur Ieblh lanjut
dengan:Keputusan:Menteri Keuangan,

- Agustus 1996
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- Penutup

_ ;__dengan menggunakan
. 3TAPIS maka para penehtl atan pun pembuat kebajaksanaan akan cepat dan-‘
- -tepat mengetahm kaitan antara .peraturan yang satu dengan peraturan yang
. lain atau antara konsep hukim enéan ‘peraturan, Dengan demikian, maka-
 pembuat kebl_]aksanaan dapat menenmkan langkah Jebih lanjut apak '

‘ Undz —undang, Pol.ok~pokak Pemermrahan di Daerah Undang-_"_
undang No. 5: tahun 1974 LN No: 38:tahun 1974, TLN No. 3037

Moeliono, Anton L., ed. Xamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1990. o SWR =

Univérsitas Indonesia Faku‘itas”Hukum "PuSat Dokumentas: Hukum ’i’ams
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